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Abstract
When faced with issues relating to how difficult to make a clear 
dividing line between what is Islamic territory and which are not, many 
people are still afraid to make explanations or answers, especially if 
it is different and contradictory answers from the perception that has 
been built. In fact, according to Adams, it is impossible to explain 
and find understanding of the essence of Islam to achieve universal 
agreement. In this context, in addition to fiqh should be understood 
as the result of understanding tend to be normative jurisprudence 
should also be able to respond to the reality of the world and the 
meaning of human life is always changing and evolving.
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Pendahuluan
Apabila dihadapkan pada persoalan yang berkenaan dengan 
betapa sulitnya membuat garis pemisah yang jelas antara mana 
wilayah yang Islami dan yang tidak, banyak orang yang masih takut 
membuat penjelasan atau jawaban, apalagi jika jawaban itu berbeda 
dan kontradiktif dari persepsi yang selama ini telah terbangun. Padahal, 
menurut Adams, mustahil menjelaskan dan menemukan pemahaman 
esensi Islam yang dapat mencapai kesepakatan universal.1
Dalam konteks ini, maka selain fiqh harus dipahami sebagai hasil 
dari pemahaman yang cenderung normatif, fiqh juga harus mampu 
merespon kenyataan dunia dan makna kehidupan manusia yang selalu 
berubah dan berkembang.2
“Pengkajian kurang lebih sistematis dan profesional terhadap fiqh 
telah berkembang sejak zaman yang cukup lampau dalam sejarah Islam, 
paling tidak sejak zaman Tabi’în.”3 Dalam perjalanan sejarah yang 
panjang, telah terbangun suatu paradigma dan episteme fiqh sebagai 
dasar untuk merespon berbagai persoalan yang muncul di setiap zaman. 
Paradigma itu diartikulasikan dalam disiplin kajian yang disebut ushûl 
al-fiqh, dimana pada awal perkembangannya sangatlah normatif dan 
tentunya sangat bertumpu pada “teks.”4 Kini paradigma itu dirasakan 
1 Charles J. Adams, “Islamic Religious Tradition” dalam Leonard Binder (Ed.) 
The Study of The Middle East: Research and Scholarship in the Humanities and the Social 
Science (Canada: John Wiley and Sonc, Inc, 1976), hlm. 31. 
2 Menurut M. Amin Abdullah, bahwa dalam diskursus keagamaan kontemporer 
telah dijelaskan bahwa agama mempunyai banyak wajah (multifaces), bukan lagi 
berwajah tunggal. Agama tidak lagi dipahami sebagai hal yang semata-mata terkait 
dengan persoalan ketuhanan, kepercayaan, credo, pandangan hidup, dan ultimate 
concern, melainkan juga terkait erat dengan persoalan-persoalan historis-kultural 
yang merupakan keniscayaan manusiawi kontemporer.. Lihat M. Amin Abdullah, 
“Rekonstruksi Metodologi Agama dalam Masyarakat Multikultural dan Multireligius” 
dalam Ahmad Baidowi, dkk. (Ed.), Rekonstruksi Metodologi Ilmu-Ilmu Keislaman 
(Yogyakarta: SUKA-Press, 2003), hlm. 4.
3 Ahmed Hasan, The Early Development of Islamic Jurisprudence (Delhi: Adam 
Publishers & Distributors, 1994), hlm. 19. 
4 Menurut Nasr Hamid abu Zaid, bukan mengada-ada kalau kita katakan bahwa 
peradaban Islam dan Arab sesungguhnya adalah peradaban teks. Lihat Nasr Hamid 
abu Zaid, Mafhûm an-Nash: Dirâsât fî Ulûm al-Qur’ân (Kairo: al-Hai’ah al-Mishriyyah 
al-’Ammah li al-Kitâb, 1993), hlm. 11. Kedudukan teks begitu sentralnya, sehingga 
teks menjadi semacam paradigma atau cetakan yang mengkerangkakan hampir 
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semakin berat untuk menyahuti berbagai perkembangan kontemporer 
yang sangat pesat dan “baru.” Oleh karena itu, perlu dipikirkan untuk 
mencari paradigma yang lebih kontekstual (bersifat nisbî) dan lebih 
menjawab persoalan-persoalan kekinian.5
Pengertian Paradigma
Sebelum beranjak ke dalam pembahasan paradigma kontemporer 
secara seksama, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu apa itu paradigma. 
Dalam setiap pembicaraan, paradigma selalu digunakan dan disebut-
sebut oleh banyak kalangan. 
Istilah ”paradigma” secara harfiah dapat berarti kaidah, dalil, tasrif 
dan pola dari suatu teori yang dianggap benar dan baku.6 Teori yang 
dianggap benar dan baku dapat dijadikan asumsi atau proposisi sehingga 
dapat dijadikan pijakan kegiatan ilmiah. Berangkat dari konsep tentang 
paradigma ini, lantas melahirkan konsep-konsep turunannya seperti 
world view (pandangan dunia), frame work (kerangka kerja), logical 
frame work analysis dan mindset. Misalnya, keyakinan bahwa kitab suci 
merupakan wahyu dari Tuhan dan memiliki kebenaran, lantas dijadikan 
rujukan dalam berfikir, bersikap, dan berperilaku. Pola pikir yang 
berpedoman pada keyakinan akan kebenaran firman Tuhan, disebut 
paradigma teologis, yaitu pandangan dunia dan mindset yang muncul 
dari sebuah keyakinan teologis, bersumber dari Tuhan.7
Paradigma adalah pangkal tolak (starting point) dan sudut pandang 
(point of view) dalam mengkaji suatu hal. Perbedaan paradigma bukan 
hanya akan menghasilkan pemahaman yang berbeda, melainkan 
juga nilai dan norma berbeda pula. Contoh ekstrim diibaratkan ada 
seluruh kehidupan umat Islam dalam seluruh bentangan sejarahnya. Namun dalam 
keadaan tertentu, menurut Ulil, terkadang konteks bisa membatalkan ketentuan 
dalam konteks itu sendiri. Lihat Ulil Abshar Abdalla, “Menolak Tunduk pada Teks,” 
dalam Memahami Hubungan Antar Agama (Yogyakarta: elSAQ Press, 2007), hlm. 38-
39. 
5 H. Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 
2010), hlm. 27-28.
6 Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al-Barry, Kamus Ilmiah Populer (Surabaya: 
Arkola, 1994), hlm. 566. 
7 Muhyar Fanani, “Menelusuri Epistemologi Ilmu Ushul Fiqh,” dalam Jurnal 
Mukaddimah, No. 9 Th.VI/2000, hlm. 27-28. 
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beberapa orang buta yang berusaha memahami seekor gajah. Ada yang 
meraba belalainya, telinganya, kakinya, perutnya dan ekornya, dan 
lantas masing-masing mendefinisikan gajah. Hasilnya adalah masing-
masing memiliki pemahaman, pengertian dan perlakuan berbeda 
terhadap gajah. Dalam kehidupan sosial, paradigma yang berbeda akan 
menyebabkan keyakinan, nilai, dan norma yang berbeda pula. 
Ketika paradigma tertentu tidak dapat lagi dijadikan pegangan atau 
tidak lagi mampu menjawab persoalan hidup yang terus berkembang 
semakin kompleks dan kualitatif, maka paradigma lama akan mengalami 
anomali dan kemudian terjadi krisis, dimana paradigma dan nilai-nilai 
lama tidak lagi dapat dijadikan pegangan sementara nilai-nilai baru 
belum terbentuk. Akan tetapi masyarakat manusia adalah makhluk 
yang tidak mau hidup dalam kekacauan (krisis dan chaos). Karena itu 
segera dibangun paradigma baru.
Dalam dunia akademik, perilaku ilmiah senantiasa didasarkan 
pada paradigma tertentu sebagai landasan suatu teori dan metode. 
Kebenaran ilmiah itu bersifat relatif dan ilmu pengetahuan perlu terus 
menerus diadakan penelitian (research) untuk menemukan kebenaran 
baru, merevisi dan menyempurnakan temuan yang sudah ada. Apabila 
paradigma lama dianggap tidak lagi relevan dan bahkan menimbulkan 
krisis, diperlukan paradigma baru. Thomas S. Kuhn dalam The Structure 
of Scientific Revolution mengolaborasi bagaimana perubahan dari 
paradigma lama yang mapan kemudian mengalami anomali, krisis, 
revolusi dan kemudian muncul paradigma baru.8 
Dalam menjelaskan idenya tentang revolusi ilmu pengetahuan 
(scientific revolution), Kuhn menggunakan beberapa istilah kunci yang 
tidak pernah ia defenisikan secara ketat dalam karyanya tersebut. 
Beberapa istilah kunci yang digunakan adalah, pertama; scientific 
revolution (revolusi ilmiah) yaitu perkembangan sains secara radikal 
dimana normal science (nature science) yang lama digantikan oleh 
normal science yang baru. Pergantian ini terjadi karena paradigma lama 
yang menyangga old normal science sudah tidak lagi mampu menjawab 
problem-problem ilmiah yang baru. Pergantian semacam ini oleh 
Kuhn disebut dengan pergeseran paradigma (shifting paradyim), yaitu 
8 Thomas Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions (London: The University 
of Chicago Press. Ltd., 1970), hlm. 11-18. 
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pergantian secara radikal paradigma lama dengan paradigma baru karena 
paradigma lama sudah tidak mampu menjawab problem-problem ilmiah 
yang muncul kemudian.9 
Kedua; paradigm yaitu teori-teori, metode-metode, fakta-fakta, 
eksperimen -eksperimen yang telah disepakati bersama dan menjadi 
pegangan bagi aktifitas ilmiah para ilmuwan. Ketiga; normal science yaitu 
ilmu yang telah mencapai tahap kematangan (mature science) karena 
scientific community telah mencapai konsensus akan dasar-dasar ilmu ini. 
Konsensus itu berupa kesepakatan yang akan memakai satu paradigma 
sebagai penyangga ilmu yang bersangkutan. Keempat; anomaly yaitu 
problem-problem ilmiah yang tidak bisa dijawab oleh paradigma lama. 
Problem-problem tersebut setelah menumpuk menimbulkan sebuah 
krisis. Kelima; crisis, yaitu suatu fase di mana paradigma lama telah 
dianggap usang karena begitu banyaknya anomali-anomali yang muncul, 
sedangkan paradigma baru belum terbentuk.10
Terkait dengan paparan di atas, paradigma dalam tulisan ini 
dimaksudkan “Suatu kumpulan asumsi, konsep dan proposisi yang 
disatukan secara logis dan berfungsi mengarahkan pemikiran dan 
pengkajian.”11 Atau dalam definisi lain, “Seperangkat keyakinan dasar 
yang membentuk suatu sistem pemikiran yang memberikan kepada kita 
suatu penilaian mengenai hakikat realitas atau alasan mengapa kita 
menerima pengetahuan mengenai sesuatu yang kurang dari realitas 
sebenarnya beserta metode untuk menguasai apa saja yang dapat 
diketahui”.12 Dengan kata lain, paradigma dipakai dalam arti sama 
dengan anggapan dasar yang merupakan seperangkat keyakinan dasar 
yang memuat pandangan mengenai realitas (Tuhan, alam, manusia 
dan Masyarakat) yang tidak diuji dalam kegiatan keilmuan, melainkan 
diterima jadi (taken for ganted) dan mendahului kegiatan Ilmiah.13
9 Ibid., hlm. 12. 
10 Ibid., hlm. 13-18. 
11 Lincoln dan Guba, Naturalistic inquiry, (Baverly Hill, California: Sage 
Publications, inc, 1985), hlm. 15.
12 Ibid., hlm. 2
13 Muhammad Anas az-Zarqa’, Tahqiq Islamiyah ‘Ilm al-Iqtishad: al-Mafhumwa al-
Manhaj dalam Toward Islamization of Diciplines. Islamization of Knowledge Series:6 
(Herndon: International Institute og Islamic Thought, 1989), hlm. 321-322; Cf Louay 
Safi, The Foundation of Knowledge (Selangor: International Islamic University & 
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Paradigma Pemikiran Ushul Fiqh
Dari tulisan para ahli usul fiqh dapat ditarik tiga paradigma yang 
menjadi landasan penalaran hukum Islam.14 Pertama, Paradigma 
Theologis. Dalam sejarah Islam banyak muncul aliran theologi, akan 
tetapi yang sangat dominan dan merupakan paradigma yang banyak 
menguasai penalaran hukum Islam adalah theologi kekuasaan ilahi 
yang sangat teosentris.15 
Penekanan arti penting kemahakuasaan Tuhan dalam sistem teologi 
ini membawa dampak terhadap pandangan mengenai manusia dan 
alam. Dalam perspektif pandangan theologi16 ini manusia dinilai sebagai 
makhluk yang relatif lemah dan termasuk ke dalam kelemahannya itu 
adalah ketidakmampuannya untuk mengetahui hukum Allah di luar 
yang diwahyukan-Nya dalam teks-teks suci (al-Qur’an dan al-Hadits). 
Alam dan masyarakat dilihat sebagai sesuatu yang tidak mempunyai 
struktur rasional dan oleh karenanya itu tidak mungkin diperoleh suatu 
pengetahuan mengenainya khususnya pengetahuan tentang nilai baik 
dan buruk. Prinsip kausalitas dalam alam ditolak dengan tegas karena 
dianggap bertentangan dengan arti kemahakuasaan ilahi.17 
Paradigma diatas dirasa kian tidak berdaya untuk menyahuti 
banyak persoalan pada masa kini dengan didasarkan pada paradigma 
kemahakuasaan ilahi yang sangat teosentris kurang memberi ruang gerak 
kepada manusia untuk melakukan pemahaman yang lebih progresif. 
Penolakan yang berlebihan terhadap prinsip kausalitas dan anggapan 
tidak ada struktur rasional di dalam alam dan prilaku masyarakat 
sehingga daripadanya tidak dimungkinkan memperoleh pengetahuan 
tentang baik dan buruk, dapat memandulkan penalaran hukum Islam. 
International Institute of Islamic Thought, 1996), hlm. 172-174.
14 Al-Amidi, al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam (Beirut: Dar al-Fikr li at-Thiba’ah wa 
an-Nasyr wa at-Tauzi, 1996) hlm. 13, 16 dan 60.
15 Ibid.
16 Pola pikir yang berpedoman pada keyakinan akan kebenaran firman Tuhan, 
disebut paradigma teologis, yaitu pandangan dunia dan mindset yang muncul dari 
sebuah keyakinan teologis, bersumber dari Tuhan. Lihat Muhyar Fanani, “Menelusuri 
Epistemologi Ilmu Ushul Fiqh,” hlm. 27-28. 
17 Majid Fakhri, Dirasat fi al-Fikr al-‘Arabi (Beirut: Dar an-Nahar li an-Nasyr, 
1970). hlm. 158 dan al-Gazzâlî, Kitâb al-Arba’în fî Ushûl al-Dîn (Beirut: Dâr al-Jîl, 
1988), hlm. 15. 
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Asumsi bahwa bahasa adalah alat yang cukup dalam menganalisis 
hukum Islam tidak mampu mengembangkan dimensi empiris (sosial 
historis) dan menjadi terbatas pada analisis tekstual.18
Sehingga perlu dicari paradigma teologis baru (mungkin teo-
antroposentris) yang dapat memberikan ruang gerak lebih besar kepada 
kemampuan akal manusia untuk melakukan ijtihad hukum, dengan 
mengakui rasionalitas alam dan kemungkinan menemukan nilai baik-
buruk dan luar teks (nas) yaitu di alam dan masyarakat.19
Paradigma yang kedua yang berkembang dalam nalar pemikiran 
hukum Islam adalah Paradigma Linguistik. Yaitu pandangan tertentu 
mengenai bahasa dan cara bekerjanya yang mempengaruhi proses 
penalaran hukum Islam dan Produknya. 
Dengan beberapa perkecualian, umumnya para ahli hukum 
Islam mengembangkan suatu pandangan optimistik mengenai cara 
bekerjanya bahasa yang dapat menjamin proses interpretasi. Pertama, 
Bahasa dianggap sebagai sarana yang cukup untuk komunikasi.20 
Mengungkapkan anggapan mengenai bahasa sebagai sarana komunikasi 
yang cukup ini, as-Sarakhsi (w. 490/1096) menyatakan “Sesungguhnya 
ungkapan-ungkapan itu tidak kurang untuk mengkomunikasikan 
maksud, yang berarti bahwa untuk setiap maksud telah ada ungkapan 
yang khusus.”21 Ar-Razi (w. 606/1209) meskipun meskipun menolak 
bahwa untuk setiap konsep tersedia kata yang khusus untuk 
mengungkapkannya, namun ia menegaskan bahwa gabungan kata yang 
ada mengungkapkan dan mengkomunikasikannya.22 
Ibn Qudamah (w. 620/1223) tampaknya mengikuti pandangan ini. 
Karena ketika menegaskan bahwa formula perintah (amar) mempunyai 
arti tertentu ia mengatakan bahwa anggapan terhadap suatu bentuk 
linguistik tertentu bisa saja tidak mempunyai makna yang khusus 
adalah pembodohan terhadap pencipta bahasa dan peniadaan arti 
terhadap penciptaan bahasa (tasfih li wadi al-lughah wa ikhla li al-wad 
18 Al-Amidi, al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam, hlm. 13, 16 dan 60.
19 Ibid.,hlm. 13-16.
20 Ar-Razi, al-Mahlûl fi ‘Ilm Ulum al-Fiqh (Beirut: Dar al-‘Ilmiyyah, 1998), I: 62.
21 As-Sarakhsi, Usul as-Sarakhsi (Haiderabat, India: Lajna Ihya’ al-Ma’arif al-
Usmaniyyah, 1372 H.), I:12.
22 Ibid., hlm. 4.
94
Asy-Syari’ah, Volume II, Nomer II, Juni 2016
an al-faidah).23 Pernyataan-pernyataaan (ungkapan-ungkapan, al-
‘ibarat) dibuat untuk menunjukkan maksud dan arti-arti tertentu agar 
orang lain dapat mengetahui dengan pasti maksud si pengujar, dan 
ungkapan-ungkapan itu tidak pernah dapat untuk mengungkapkan dan 
mengkomunikasikan maksud-maksud dan pengertian tersebut.karena 
kombinasi-kombinasi fonetik yang tersedia jauh lebih banyak dari yang 
sudah digunakan. Ringkasnya, setiap maksud terdapat ungkapan khusus 
untuknya. Konsekuensi dari pandangan optimistik ini adalah bahwa 
membaca suatu teks sudah cukup untuk memperoleh pengetahuan 
mengenai realitas tanpa memerlukan alat lain.24
Asumsi lain tentang bahasa adalah anggapan bahwa bahasa itu 
merupakan sunnah yang baku dan konstan serta merupakan endapan 
data linguistik yang tidak lagi berevolusi.25 Oleh karenanya suatu 
ungkapan harus diartikan menurut makna yang telah ditetapkan 
untuknya dan tidak dapat diartikan lain kecuali ditemukan bukti yang 
tegas bahwa arti lain itu memang dimaksudkan. Dengan kata lain suatu 
bentuk linguistik tertentu harus diartikan menurut arti zahirnya dan 
tidak dapat disimpangi tanpa justifikasi yang cukup. Pandangan seperti 
ini membawa kepada pandangan berikutnya, yaitu bahasa adalah 
milik publik sehingga oleh karena itu makna bersifat obyektif karena 
ia terbilang ke dalam ranah publik. Atas dasar asumsi-asumsi seperti 
dikemukakan di atas dapat ditegaskan bahwa di satu pihak penafsiran 
yang benar tidak dapat dilakukan melampui daya tampung atau muatan 
bahasa sebagai milik publik dan di pihak lain penguasaan yang memadai 
terhadap bahasa (Arab), secara epistemologis, menjamin penafsiran 
yang tepat dan pencapaian pengetahuan yang benar mengenai hukum.26
Tampaknya paradigma linguistik yang beranggapan bahwa bahasa 
adalah alat yang cukup pun juga perlu ditinjau kembali. Beberapa ahli 
ushul fiqh klasik tidak mengakui asumsi ini, misalnya al-Gazzâlî. Sebagai 
penganut skeptisisme dalam filsafat, iapun menganut skeptisisme dalam 
23 Ibnu Qudamah, Raudah an-Nazir wa Jannah al-Munazir (Beirut: Dar al-Kitab 
al-‘Arabi, 1992) hlm. 173.
24 Ibid.
25 Bernard G. Weiss, The search for God’s Law, Islamic Jurisprudence in the Writings 
of Saif al-Din al-Amidi (Salt Lake City: University of Utah Press, 1992) hlm. 124.
26 As-Sanûsî, Syarh Umm al-Barâhîn (Jakarta: Dâr al-Kutub al-Arabiyah, t.t.), 
hlm. 217.
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bahasa. Ia tidak begitu yakin bahwa bahasa atau teks semata telah 
memadai untuk menemukan suatu kebenaran. Diperlukan bukti-bukti 
sirkumstasial lainnya untuk memahami suatu teks. Sebagai contoh al-
Ghazali dikenal sebagai penganut hesitasi (at-tawaqquf) dalam beberapa 
prinsip ushul fiqh. Misalnya bagi beliau amar ansich (mutlak) tidak 
menunjukkan makna apa-apa. Makna tersebut baru diketahui setelah 
mengetahui bukti-bukti sirkumstasial lain yang menyertainya.27
Sebaliknya mereka yang berpandangan optimistik dan sebagai 
pencerminan anggapan bahwa bahasa merupakan sarana komunikasi 
yang cukup menyatakan bahwa suatu bentuk perintah pasti mempunyai 
makna tertentu yang dapat dipahami dari perintah sebagai sebuah 
bentuk linguistik telah ditetapkan maknanya secara primordial oleh 
pencipta bahasa. Orang yang menghadapi suatu formula imperatif hanya 
butuh mengenakan makna publik yang sudah disediakan untuk formula 
perintah itu. Seperti ditegaskan oleh Ibn Qudamah (w. 620/1223) 
“Pendapat bahwa bentuk linguistik itu tidak menunjukkan suatu makna 
adalah pembodohan terhadap pencipta bahasa (tasfîh li wâdi’i al-lughah), 
An-Nasafi (w. 710/1310). Ahli usul fiqh Hanafi, menegaskan, “Setiap 
bentuk ekspresi adalah makna tertentu, dan formula perintah adalah 
bentuk konjugasi kata kerja tertentu, yang menurut asal mula penetapan 
bahasa adalah untuk mengungkapkan makna tertentu.” Pada tempat 
lain ia menyatakan, “Makna itu tidak ada tanpa lafal (maksudnya: lafal 
perintah) tersebut (lâ yûjadu hâdza al-ma’nâ bi dûni hâzihi as-sîghah).28
Konsekuensi dari pandangan bahwa bahasa adalah sarana yang 
memadai untuk berkomunikasi dan bahwa terdapat korespondensi antara 
makna dan bentuk-bentuk linguistik serta pandangan bahwa bahasa 
terbilang ke dalam milik publik di mana pengujar tidak memberikan 
makna kepada suatu bentuk linguistik melainkan menggunakannya 
sebagai sarana yang sudah tersedia dengan maknanya yang tertentu, 
maka golongan ini berpendapat bahwa suatu bentuk imperatif tanpa 
keterangan kualifikasi pasti mempunyai nilai deontologis yang dapat 
dipahami dari bentuk linguistik itu sendiri tanpa perlu keterangan 
27 Al-Gazzâlî, al-Mustasyfâ min ilm al-Ushûl, (Kairo: Syirkah at-Tibâ’ah al-
Fanniyyah al-Muttahidah, 1971), hlm. 301-302.
28 an-Nasafî, Kasyf al-Asyrâr (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 1986), I:47 dan 53. 
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kontekstual lainnya.29
Berbeda dengan ini, menurut al-Ghazali amar (perintah) itu secara 
deontologis tidak mengandung pengertian tertentu sehingga apabila 
kita menghadapi suatu formula imperatif ansich (tanpa kualifikasi) 
dalam teks syari’ah kita belum dapat memahami maknanya. Oleh sebab 
itu, menurut al-Gazzali, semata perintah “Dirikanlah salat / aqîmu as-
shalah” dalam Q. 2:43, 83, 110 belum cukup untuk memberi pengertian 
wajibnya salat. Kewajiban tersebut diketahui dari sejumlah keterangan 
kontekstual lainnya yang bersama dengan perintah “Dirikanlah shalat” 
menggiring kepada pemaknaan wajibnya salat.30
Paradigma yang ketiga yang berkembang dalam kajian fiqh selama 
ini dapat kita sebut sebagai paradigma epistemologis / metodologis. Yaitu 
pandangan tertentu yang memuat asumsi metodologis. Bagi para ahli 
hukum Islam zaman lampau, penyelidikan tentang hukum didasarkan 
atas dasar tab’iyyah al’aql li an-naql.31 Ini berarti bahwa analisis hukum 
adalah naqli atau analisis teks, sesuai dengan anggapan bahwa tidak 
ada hukum di luar teks-teks naqliyah dan bahwa bahasa dan teks telah 
merupakan sarana yang mencukupi. Oleh sebab itu ilmu hukum Islam 
di masa lalu boleh dikatakan sebagai ilmu teks atau “ilmu kalam.” 
Dalam pengertian ilmu yang menyelidiki kalam ilahi untuk daripadanya 
ditemukan hukum fiqh. Itulah mengapa kita melihat bahwa para 
ulama di masa silam mengembangkan skema yang amat mantap untuk 
analisis nash-nash wahyu. Akan tetapi di pihak lain mereka tidak 
pernah mengembangkan suatu metode analisis sosial dan historis yang 
terartikulasi dengan baik. Meskipun al-Ghazali telah membuat suatu 
paradigma pemaduan wahyu dan ra’yu dan mengembangkan teori 
maslahat dengan dasar logika induksi yang sesungguhnya memberi 
peluang bagi pengembangan analisis sosial, dalam praktiknya ia dan 
kemudian asy-Syatibi sebagai dua tokoh maslahat dalam hukum Islam 
akhirnya jatuh juga dalam analisis tekstual seperti lainnya.32
29 Al-Gazzâlî, al-Mustasyfâ min ilm al-Ushûl, hlm. 301-302.
30 Ibid.
31 As-Syâtibî, al-Muwâfaqât fî usûl al-Ahkâm (ttp.: Dâr al-Fikr, 1341H), I:53. 
32 Al-Gazzâlî, al-Mustasyfâ, hlm. 9 
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Analisis Sebuah Transformasi; dari Normatif ke Alternatif
Kerangka berpikir tekstual menjadi ciri khas berpikir bagi penganut 
paradigma normatif (klasik). Namun sekali lagi, hal itu tidak cukup 
memadai dalam menghadapi berbagai macam persoalan yang begitu 
kompleks. Sehingga paradigma itu kemudian direkonstruksi melalui 
model pendekatan baru yang lebih bersahabat, yaitu paradigma alternatif 
(kontemporer). 
Ada beberapa poin yang menjadi tanda elastisitas paradigma 
alternatif ini. Pertama, paradigma teologis yang dikembangkan, tidak 
lagi bersifat teosentris, melainkan telah berintegrasi dengan wilayah 
sosio-antropologis yang kemudian lumrah disebut teo-antroposentris. 
Paradigma ini, lebih banyak memberikan porsi pada akal sebagai analisis 
integral yang cukup memadai. Kita tahu bahwa dalam sejarah awal 
pertumbuhan Islam, hubungan akal dan wahyu tidak “seromantis” 
seperti sekarang ini.33 
Wahyu mendapat kedudukan tinggi sebagai sumber kebenaran 
mutlak. Sementara akal dianggap pelengkap yang tidak banyak 
memberikan sumbangsih atas kebenaran yang dimaksud. Setiap 
keputusan akal yang tidak sejalan dengan wahyu dianggap menyimpang 
dan bahkan diklaim keluar dari Islam. Tetapi, paradigma alternatif 
(kontemporer) mencoba meredam itu dengan jalan mengintegrasikan 
posisi wahyu dan akal secara proporsional. Kebenaran tidak semata 
ada pada wahyu, melainkan akal juga memiliki sisi rasionalitasnya 
dalam mengungkap kebenaran, minimal dalam hal baik dan buruknya 
sesuatu.34 
Determinisme teologis tidak digunakan lagi dalam paradigma ini. 
Bahkan menerima hukum kausalitas sebagai salah satu implementasi 
berpikir secara rasional. Kausalitas tidak dimasukkan ke dalam tataran 
teologis murni. Namun tetap menjadi ikon kerangka berpikir yang ideal. 
Terbukanya ruang gerak akal dalam metode menggali hukum menjadi 
ciri khas paradigma alternatif ini.
33 Ahmad Mahmud Subhi, Dirâsât Falsafiyyah fi ‘Ilm al-Kalâm (ttp.: Dâr al-Kutub al-
Jami’iyyah, 1969), hlm. 4. 
34 Al-Gazzâlî, al-Mustasyfâ, hlm. 9; Amin Abdullah, The Idea of Universality of 
Ethical Norms in Ghazali and Kant (Ankara: Turkiye Diyanet Vakfi, 1992), hlm. 72 dan 
75.
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Kedua, secara linguistik, paradigma alternatif menaruh sikap 
skeptis terhadap fungsionalisme bahasa yang bercorak sempurna. 
Artinya, bahasa tidak lagi dipahami sebagai alat menyampaikan maksud 
dan tujuan secara murni dan bebas nilai. Bahkan sebaliknya, bahasa 
masih mengandung sejumlah kekurangan fungsionalisme yang tak bisa 
mewakili terhadap esensi dan tujuan yang berbicara (Tuhan dengan 
kalam-Nya).35 
Bahasa bukanlah milik publik yang secara sadar mampu merangkum 
kebutuhan aqliah ruang publik pula. Yang benar, bahasa bersifat 
individual-subyektif yang pada akhirnya memerlukan interpretasi sosio-
kultural agar bahasa yang dimaksud dapat dipahami dengan baik. 
Ketika Tuhan berbicara lewat bahasa, belum tentu apa yang 
dimaksudkan Tuhan sama persis dengan apa yang tersurat dalam teks. 
Tesis semacam inilah yang mewarnai kerangka berpikir paradigma 
alternatif.36
Ketiga, pada aspek metodologis, paradigma kontemporer 
menggunakan penalaran rasional tanpa kehilangan arah dan titik 
pijak. Tekstualitas tidak dipakai di sini. Yang ada justru kontekstualisasi 
kandungan teks dengan realitas. Metode yang dikembangkan bersifat 
progresif dan dinamis, bukan lagi statis dan jumud. Akal dan an-naql 
(teks) dikomparasikan dengan baik dan tidak parsial, rasionalitas 
berpikir ditopang oleh sakralitas wahyu. Keduanya saling melengkapi 
dalam setiap penggalian hukum Islam. Maka, hasilnya pun lebih 
singkron dengan kekinian.37
Sementara pada tataran epistemologi, paradigma kontemporer 
menggunakan analisis yang ketat dalam membedakan mana sejarah dan 
mana yang termasuk mitos. Sebab, keduanya tidak bisa dipertemukan 
dalam satu garis lurus. Keduanya memiliki dimensi berbeda dan saling 
berjauhan. Dalam memandang sejarah dan teks, terdapat derifasi makna 
yang memungkinkan adanya beragam makna dalam satu teks suci. 
Sebab, makna suatu teks bisa berubah-ubah sesuai dengan kultur yang 
melingkupinya. Hal itu berlanjut pada konsep historisitas nalar dalam 
menetapkan hukum baru yang tak ada landasan nash sebelumnya. Dan 
35 As-Syâtibî, al-Muwâfaqât, I:53.
36 al-Gazzâlî, al-Mustasyfâ, hlm. 301-302. 
37 Ibid dan Al-Amidi, al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam, hlm. 13, 16 dan 60
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ini sangat logis untuk dilakukan sebagai mediasi untuk menemukan arah 
baru hukum Islam yang mendapat banyak tantangan seiring dengan 
bergantinya zaman.38
Selanjutnya, dalam merumuskan orientasi kajian, paradigma 
kontemporer memperioritaskan praksis daripada hanya konsep yang 
terbukukan. Hal itu dapat dilihat dari interpretasi yang dilakukan 
berdasarkan kemaslahatan umat. Sehingga hasil yang dicapai sarat 
dengan konsep solutif dan memiliki relevansi kuat dengan keadaan 
riil. Langkah yang ditempuh berwajah kontributif dalam setiap perkara. 
Konsepsi semacam itu tidak mungkin dapat terealisasi tanpa adanya 
komparasi dengan disiplin ilmu yang lain. Sehingga usaha-usaha 
komparatif sangat menonjol dalam paradigma alternatif ini. Namun di 
sisi lain, aspek filosofis menjadi benang merah yang harus diketahui. 
Konsep-konsep yang ada dipoles menjadi sistem nilai berasaskan filosofi 
yang sangat kuat. 
Maka dari itulah, corak pandang seperti ini menjadi bagian 
terpenting sebagai paradigma alternatif yang diharapkan mampu 
menjawab tantangan kurun zaman.39
Penutup
Paradigma adalah Seperangkat keyakinan dasar yang membentuk 
suatu sistem pemikiran yang memberikan suatu penilaian mengenai 
hakikat realitas atau alasan untuk menerima pengetahuan mengenai 
sesuatu yang kurang dari realitas sebenarnya beserta metode untuk 
menguasai apa saja yang dapat diketahui.
Paradigma klasik adalah paradigma kemahakuasaan ilahi yang 
sangat teosentris dan kurang memberi gerak kepada manusia untuk 
melakukan pemahaman yang sedikit lebih progresif.
Sedangkan Paradigma kontemporer adalah paradigma yang 
diharapkan mampu menjadi cara pandng lain sebagai sebuah metodologi 
yang memberi ruang lebih besar kepada kemampuan akal manusia 
38 Bernard G. Weiss, The search for God’s Law, hlm. 124.
39 Syamsul Anwar, “Pengembangan Metode Penelitian Hukum Islam,” Profetika, 
Jurnal Program Magister Studi Islam UMS Surakarta, Vol. 4, No. 1 (Januari 2002), 
hlm. 133-134. 
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untuk melakukan ijtihad hukum, dengan mengakui rasionalitas alam 
dan kemungkinan menemukan nilai baik dan buruk di luar nash. 
Sehingga, paradigma kontemporer sangatlah efektif digunakan dalam 
rangka memetakan kembali paradigma hukum Islam yang proporsional 
dan mengarah pada pergeseran paradigma menuju paradigma keadilan 
Tuhan.
Paradigma kontemporer memiliki ciri sebagai berikut: pertama, 
lebih menghargai kemampuan akal sebagai alat istinbâth al-hukm. 
Kedua, tidak terikat dengan aspek bahasa saja yang dalam paradigma 
klasik, dianggap representatif sebagai alat penyampai makna yang 
terkandung secara hakiki. Ketiga, metode yang dikembangkan bersifat 
lebih rasional dan ilmiah. Keempat, memberikan kerangka yang jelas 
dalam menempatkan sejarah dan mitos sebagai sumber pengetahuan. 
Kelima, lebih menekankan pada penalaran sosio-antropologis dan 
mengutamakan kemaslahatan umat.
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